BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan yang telah

dipaparkan diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Penertiban PKL di Kota Padang yang dilakukan Oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Padang dengan berlandaskan Perda Nomor 11
Tahun 2005 yang sekarang telah diubah menjadi Perda Nomor 1 Tahun
2025. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan polisi pamong praja
melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta
melakukan sosialisasi dan tindakan tegas kepada pelanggar tertib
pedagang kaki lima. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja terhadap pelanggar tertib pedagang kaki lima berupa
tindakan prventif dan represif. Meskipun terdapat upaya yang
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam
penertiban pedagang kaki lima untuk menciptakan ketertiban dan
kenyamanan untuk masyarakat, masih banyak pedagang kaki lima yang
melanggar aturan, sikap ini menunjukkan bahwa penertiban yang
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan dengan baik.

5.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Padang berupa faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal meliputi kurangnya anggota Satuan polisi pamong
praja, kurangnya koordinasi dengan instansi lain, terbatasnya sarana
yang dibutuhkan dalam melakukan penertiban, serta kuranganya
pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Adapun
faktor eksternal meliputi, adanya bantuan dari pihak lain, kurangnya
sosialisasi bersama pedagang kaki lima, kurangnya lapangan kerja pada
sektor formal membuat sulitnya untuk bekerja pada sektor formal.

5.1.3 Berdasarkan tinjauan figh siyasah Satuan Polisi Pamong Praja telah

bertanggung jawab dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima
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untuk mewujudkan kemashlahatan umat, agar menciptakan tatanan
kota yang tertib dan rapi . Dalam prinsip figh siyasah, penertiban yang
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup internal
Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan prinsip-prinsip figh
siyasah. Namun, pelaksanaan prinsip musyawarah dan prinsip
kebebasan belun sepenuhnya berjalan pada proses pelaksanaan
penertiban di lapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
5.2Saran
Saranini bertujuan untuk memberikan rekomendasi agar pelaksanaan
penertiban dapat berjalan dengan efektif, saran yang dapat peneliti berikan
sebagai berikut :

5.2.1 Satpol PP disarankan untuk memperkuat mekanisme koordinasi antar
instansi serta menerapkan pelaksanaan yang sistematis dan konsisten.
Satuan Polisi Pamong Praja membuka ruang musyawarah dengan para
pedagang kaki lima untuk mengambil keputusan terkait kebijakan
penertiban yang dilakukan. optimalisasi sosialisasi serta edukasi
kepada masyarakat mengenai peraturan ketertiban umum.

5.2.2 Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat menambahkan jumlah
personel Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dan menyediakan
sarana dan prasarana pendukung penertiban. Diharapkan Pemerintah
Kota Padang dapat menyediakan pelatihan keterampilan dan membuka
kesempatan kerja yang resmi bagi masyarakat.

5.2.3 Pemerintah Daerah Kota Padang dapat menyediakan tempat khusus
bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Dengan adanya tempat yang
ditentuka para pedagang dapat berdagang tanpa mengganggu
ketertiban umum dan estetika lingkungan. Serta tempat ini diharapkan
dapat dilengkapi fasilitas yang memadai seperti listrik, air bersih dan

tempat sampah untuk mendukung kegiatan jual beli yang bersih.
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